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Abstract: Partnership of Government Privat and Society in Realize Food Security and 
Farmer Welfare (Studies in PT. Pertani (Persero) and Farmers Partnership at Village 
Tulungrejo Ngantang Malang). Welfare of farmers and food security are two important 
things that should be embodied in the organization of civic life. To achieve this goal, the 
Ministry of SOEs issued a programmatic solution, the partnership program Improved 
Movement-Based Food Production Corporation, where the program involves the government, 
state-owned companies, and the public. From the results of research, it is known that the 
partnership that exists between the Government, PT. Pertani (Persero) and farmers in the 
village of Tulungrejo has reaped positive results, it can be seen from the increase in 
agricultural production, which increased the company's sales gains, as well as the achievement 
of the government in meeting targets food supply. But despite the success of this GP3K 
program, there are also factors that must be considered by every actor executor, that may 
impede the process of partnership, so that the implementation of the program can be run 
better. 
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Abstrak: Kemitraan Pemerintah Swasta dan Masyarakat dalam Mewujudkankan 
Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Kemitraan PT. Pertani 
(Pesero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang). 
Kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional merupakan dua hal penting yang harus 
terwujud dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, terlebih Indonesia merupakan negara 
agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Untuk mewujudkan hal 
tersebut, Kementrian BUMN mengeluarkan sebuah solusi program, yakni program kemitraan 
Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), dimana program ini 
melibatkan pemerintah, perusahaan BUMN, dan masyarakat. Dari hasil penelitian di lapangan, 
diketahui bahwa kemitraan yang terjalin antara Pemerintah melalui Dinas Pertanian, PT. 
Pertani (Persero) selaku BUMN sektor pertanian dan petani di Desa Tulungrejo Kecamatan 
Ngantang Kabupaten Malang telah menuai hasil yang positif, hal tersebut dapat terlihat dari 
peningkatan produksi pertanian, keuntungan penjualan perusahaan yang meningkat, serta 
tercapainya target pemerintah dalam pemenuhan pasokan pangan. Namun disamping 
keberhasilan program GP3K ini, terdapat pula faktor yang harus diperhatikan oleh setiap aktor 
pelaksana, baik berupa faktor internal maupun eksternal yang dapat menghambat proses 
kemitraan, agar implementasi program dapat berjalan lebih baik lagi. 
 
Kata kunci: program kemitraan bina lingkungan, program gerakan peningkatan produksi 
pangan berbasis korporasi, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani 
 
 
Pendahuluan 
Selama ini Indonesia dikenal sebagai 
negara agraris, dimana sebagian besar 
penduduknya bermatapencaharian sebagai 
petani, namun kesejahteraan petani di Indonesia 
bisa dibilang masih jauh dari harapan, bahkan 
sebanyak 55,33%  petani di Indonesia 
merupakan petani gurem atau yang memiliki 
lahan tidak lebih dari setengah hektare (Data 
Sensus Pertanian, 2013). Selain itu, data Badan 
Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa 
tingkat kemiskinan di Indonesia sebagian besar 
disumbangkan oleh petani khususnya yang 
berada di pedesaan, karena dari 28,07 juta 
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penduduk miskin pada bulan Maret 2013, 
sebanyak 17,74 jutanya merupakan penduduk 
pedesaan yang sebagian besar menggantungkan 
hidupnya sebagai petani atau buruh tani (BPS, 
2013). Hal tersebut tentu menjadi sebuah ironi 
karena petani memiliki peranan yang sangat 
penting sebagai penyedia pangan nasional. 
Selain masalah kesejahteraan petani, 
masalah krisis ketahanan pangan nasional juga 
menjadi aspek yang perlu diperhatikan, 
mengingat impor bahan pangan dari luar negeri 
sudah tidak bisa terelakkan lagi. Padahal dalam 
Penjelasan Undang-undang Pangan Nomor 18 
Tahun 2012 secara jelas mengungkapkan bahwa 
“pengadaan cadangan pangan pemerintah 
diutamakan melalui pembelian pangan pokok 
produksi dalam negeri”, hal tersebut tentu perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
petani lokal serta terwujudnya ketahanan pangan 
nasional tanpa harus bergantung dari negara lain. 
 Untuk mengatasi masalah ketahanan 
pangan maupun kesejahteraan petani seperti 
yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemerintah 
melalui Kementrian BUMN mengeluarkan 
sebuah solusi program dalam bentuk kemitraan 
antara pemerintah dan masyarakat yang mulai 
digulirkan pada bulan Juni 2011, program 
tersebut adalah Gerakan Peningkatan Produksi 
Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Pada 
dasarnya Program GP3K merupakan kegiatan 
sinergi antara Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dengan kelompok tani binaan dalam 
rangka peningkatan produksi pangan untuk 
mendukung ketahan pangan nasional. Program 
GP3K sendiri merupakan suatu bentuk tanggung 
jawab BUMN sektor pertanian kepada 
masyarakat dalam bentuk Program Kemitraan 
Bina Lingkungan (PKBL).  
Menurut Djajanto (2011, h.9) “Program 
GP3K merupakan suatu upaya untuk melibatkan 
dunia korporasi dalam  mempersiakan program 
ketahanan pangan, dimana masalah ketahanan 
pangan bukan selamanya didominasi pemerintah, 
namun melibatkan seluruh stakeholder, termasuk 
dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah 
daerah”. Adanya sinergi tersebut tentu tidak 
terlepas dari konsep Good Governance dimana 
United Nations Development Program (UNDP) 
dalam Sjamsuddin (2006, h.11) mengartikan 
bahwa Good Governance merupakan hubungan 
sinergis dan konstruktif diantara negara (State) 
sektor swasta (Private Sector) dan masyarakat 
(Society). Oleh karena itu, sinergi yang baik dari 
semua aktor governance sangat dibutuhkan 
dalam pelaksanaan program kemitraan GP3K, 
mulai dari pemerintah melalui Dinas Pertanian, 
BUMN pelaksana, hingga masyarakat dalam hal 
ini petani mitra.  
Salah satu BUMN yang melakukan 
program ini adalah PT. Pertani (Persero). Melalui 
GP3K diharapkan adanya hubungan saling 
menguntungkan dimana PT. Pertani (Persero) 
memberikan kemudahan berupa pinjaman modal 
(pembiayaan) dan paket sarana produksi 
pertanian, teknologi budidaya, teknologi pasca 
panen dan menjamin pemasaran hasil produksi 
dari program kemitraan. Sedangkan petani akan 
melaksanakan program budidaya penanaman 
sesuai yang direkomendasikan dengan 
menggunakan paket sarana produksi dari PT. 
Pertani (Persero) dan akan menjamin pinjaman 
atas sarana produksi tersebut dengan hasil 
panenya. Pola kemitraan ini diharapkan 
menunjang pembangunan di sektor pertanian dan 
dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 
Prasticha (2013, h.3) 
Dalam penelitian ini, penulis akan 
mengangkat kemitraan yang terjalin antara PT. 
Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang 
sebagai perusahaan BUMN sektor pertanian dan 
petani mitra di Desa Tulung Rejo, Kecamatan 
Ngantang, Kabupaten Malang. Sebagai 
perusahaan BUMN yang bergerak di sektor 
pertanian, PT. Pertani (Persero) tentu memiliki 
peranan penting dalam merealisasikan program 
GP3K yang yang telah dicanangkan pemerintah. 
Di Kabupaten Malang sendiri PT. Pertani sudah 
menjalankan program tersebut, dan hingga 
medium 2013 sudah bermitra dengan 57 
kelompok tani di seluruh Kecamatan di 
Kabupaten Malang (PT. Pertani, 2013). 
Sementara itu, Kecamatan Ngantang yang 
memiliki lahan pertanian cukup luas di 
Kabupaten Malang merupakan basis mitra PT. 
Pertani Cabang Pemasaran Malang yang cukup 
banyak, dimana terdapat keseluruhan 13 Desa 
yang mayoritas penduduknya merupakan petani, 
termasuk Desa Tulungrejo.  
Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis 
akan meneliti bagaimana kemitraan yang terjalin 
antara PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran 
Malang dan petani mitra di Desa Tulungrejo 
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terkait 
dengan Program Gerakan Peningkatan Produksi 
Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), serta faktor-
faktor pendukung dan penghambat dalam 
implementasi Program Gerakan Peningkatan 
Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) 
tersebut demi tercapainya tujuan dalam 
mewujudkan ketahanan pangan dan 
kesejahteraan petani berdasarkan Undang-
undang tentang Pangan No. 18 Tahun 2012 dan 
Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 
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Tinjauan Pustaka 
1. Teori Governance 
Governance Menurut Sumarto dalam Luthfi 
(2013, h.12) dapat diartikan sebagai mekanisme, 
praktik dan warga mengatur sumberdaya serta 
memecahkan masalah-masalah publik. 
Selanjutnya United Nations Development 
Program (UNDP) dalam Basuki (2006, h.8) 
menyatakan bahwa Governance adalah 
Pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang 
ekonomi, politik, dan administrasi untuk 
mengelola berbagai urusan  negara pada setiap 
tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan 
negara untuk mendorong terciptanya kepaduan 
sosial. Sedangkan Sjamsuddin (2006, h.6) 
mengartiakan bahwa Governance adalah 
“Pemerintahan yang merujuk pada proses, yaitu 
proses penyelenggaraan pemerintahan dalam 
suatu negara dengan melibatkan bukan saja 
negara tapi juga semua stakeholder yang ada, 
baik itu dunia usaha dengan kelompok 
pengusahanya yang kuat, sampai pada kelompok 
termiskin dalam masyarakat”. Sjamsuddin juga 
mempertegas bahwa Governance adalah  proses 
lembaga pemerintahan, bisnis (sektor swasta), 
dan kelompok warga dalam mengungkapkan 
kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, 
dan menengahi perbedaan  mereka. 
Dengan demikian dalam konsep 
Governance, pemerintah hanya menjadi salah 
satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang 
dominan karena masih ada aktor-aktor lain yang 
ikut terlibat. Hal tersebut diperlukan guna 
menghindari penguasaan atau “eksploitasi” oleh 
satu komponen terhadap komponen lainya. 
Sehingga, hubungan ketiganya harus dalam 
posisi sejajar dan saling mengontrol (check and 
balances). Berdasarkan uraian diatas maka 
Governance dapat dimaknai sebagai interaksi 
atau sinergi antara berbagai aktor dalam 
kepemerintahan negara, baik pemerintah, swasta, 
maupun masyarakat. Pada konteks ini, 
pemerintah adalah aktor yang mempunyai 
kapasitas memadai untuk menggerakkan 
masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai 
tujuan kesejahteraan berbangsa dan bernegara 
khususnya dalam pelayanan publik. 
 
2. Kemitraan 
Menurut Martodireso dan Suryanto dalam 
Prasticha (2013, h.13) kemitraan dalam usaha 
pertanian dimaknai sebagai “salah satu instrumen 
kerja sama yang mengacu kepada terciptanya 
suasana keseimbangan, keselarasan, dan 
keterampilan yang didasari saling percaya antara 
perusahaan mitra dan kelompok melalui 
perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya 
hubungan saling menguntungkan dan saling 
memperkuat. Saling menguntungkan berarti 
pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan 
petani memerlukan penampungan hasil dan 
bimbingan. Saling menguntungkan berarti 
pengusaha memperoleh peningkatan pendapatan 
dan keuntungan disamping adanya 
kesinambungan usaha. Saling memperkuat 
berarti petani dan pengusaha sama-sama 
melaksanakan etika bisnis, sama-sama 
mempunyai persamaan hak, dan saling membina 
sehingga memperkuat kesinambungan bermitra”. 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 
bahwa tujuan kemitraan adalah untuk mencapai 
hasil yang lebih baik dengan saling memberikan 
manfaat antara pihak yang bermitra. Kemitraan 
dapat dilakukan oleh semua pihak, baik 
perseorangan ataupun badan hukum, atau 
kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang 
bermitra dapat memiliki status setara atau 
subordinate, memiliki kesamaan visi misi yang 
berbeda namun saling melengkapi secara 
fungsional. Hal tersebut tentu saja sangat 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama 
khususnya dalam sinergi kemitraan di sektor 
pertanian ini.  
 
3. Program Kemitraan Bina Lingkungan 
(PKBL) 
Menurut Kepmen BUMN No. Kep-
236/MBU/2003 Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung 
jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
kepada masyarakat. Secara konsep PKBL yang 
dilaksanakan BUMN tidak jauh berbeda dengan 
best practices CSR yang dilakukan oleh 
perusahaan swasta, sehingga dapat dikatakan 
bahwa PKBL merupakan praktek CSR yang 
dilakukan oleh BUMN. Peran PKBL BUMN 
mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding 
praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan 
swasta karena PKBL BUMN juga diharapkan 
untuk mampu mewujudkan 3 pilar utama 
pembangunan (triple tracks) yang telah 
dicanangkan pemerintah dan merupakan janji 
politik kepada masyarakat, yaitu:  
a. pengurangan jumlah pengangguran (pro 
job)  
b. pengurangan jumlah penduduk miskin 
(pro poor) 
c. peningkatan pertumbuhan ekonomi(pro 
growth) 
PKBL dilaksanakan dengan dasar Undang-
undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN serta 
PerturanMenteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 
yang menyatakan maksud dan tujuanpendirian 
BUMN tidak hanya mengejar keuntungan 
melainkan turut aktif memberikan bimbingan 
dan bantuan kepada pengusaha golongan 
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ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. 
Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan 
partisipasi BUMN untuk memberdayakan 
potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan 
lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan 
pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk 
menciptakan pemerataan pembangunan.  
 
4. Pembangunan Pertanian 
Pembangunan pertanian dapat didefinisikan 
sebagai suatu proses perubahan sosial. 
Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk 
meningkatkan status dan kesejahteraan petani 
semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk 
mengembangkan potensi sumberdaya manusia 
baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, 
lingkungan, maupun melalui perbaikan 
(improvement), pertumbuhan (growth) dan 
perubahan (change) Iqbal dan Sudaryanto 
(2008). Sedangkan menurut Soekartawi (1995, 
h.1) Pembangunan seringkali diartikan pada 
pertumbuhan dan perubahan. Jadi, pembangunan 
pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau 
terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi 
dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani 
dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. 
Walaupun kata “pertumbuhan” dan perubahan 
ini terlihat sederhana, namun materi yang 
terkandung didalamnya sangat banyak. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya variabel-variabel 
yang membentuk pertumbuhan sektor pertanian 
dan perubahan yang terjadi tersebut. 
 
5. Ketahanan Pangan 
Dalam Undang Undang No 18 Tahun 2012 
Pasal 1 (1),  dijelaskan bahwa ketahanan pangan 
adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 
sampai dengan perseorangan, yang tercermin 
dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 
produktif secara berkelanjutan”. Selanjutnya, 
Suryana (2003, h.103) menjelaskan bahwa 
“ketahanan pangan merupakan kondisi 
terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang 
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, 
baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, 
merata, dan terjangkau”. Dari uraian tersebut 
dapat diketahui bahwa ketahanan pangan 
merupakan kondisi yang wajib dipenuhi oleh 
setiap negara mengingat pentingnya pangan 
sebagai kebutuhan dasar manusia dan 
mencerminkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu 
penyelenggaraan pangan nasional harus 
dijalankan secara berkesinambungan agar 
tercapai ketahanan pangan yang baik 
6. Kesejahteraan Petani 
Berdasarkan perhitungan Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada tahun 2013, tingkat 
kemiskinan di Indonesia sebagian besar 
disumbangkan oleh petani khususnya yang 
berada di pedesaan, karena dari 28,07 juta 
penduduk miskin pada bulan Maret 2013, 
sebanyak 17,74 jutanya merupakan penduduk 
pedesaan yang sebagian besar menggantungkan 
hidupnya pada pekerjaan sebagai petani atau 
buruh tani (BPS, 2013). Hal ini tentu saja 
menjadi sebuah ironi karena petani merupakan 
produsen utama pangan nasional yang tentu saja 
memiliki peran penting dalam pembangunan 
nasional. Menurut Burki dalam Suryana (2010, 
h.5) terdapat enam faktor yang menyebabkan 
kemiskinan masih tetap melekat pada sebagian 
penduduk pedesaan yang sebagian besar bermata 
pencaharian sebagai petani. Keenam faktor 
tersebut adalah: (1) pertumbuhan ekonomi yang 
lamban; (2) stagnasi produktivitas tenaga kerja; 
(3) tingkat semi pengangguran yang tinggi; (4) 
tingkat pendidikan formal yang rendah; (5) 
fertilasi yang tinggi; dan degradasi kemampuan 
sumberdsaya alam dan lingkungan. 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kesejahteraan petani menjadi prioritas utama dalam 
pembangunan pertanian, khususnya bagi 
masyarakat pedesaan yang menempatkan sektor 
pertanian sebagai penggerak utama perekonomian, 
dimana lahan, potensi tenaga kerja, dan basis 
ekonomi lokal pedesaan menjadi  faktor utama 
dalam pengembangan pertanian, oleh karena itu 
syarat-syarat pokok pertanian harus dipenuhi 
terlebih dahulu agar proses pembangunan dapat 
berjalan dengan lancar. Jika salah satu saja syarat 
tersebut tidak terpenuhi maka proses pembangunan 
pertanian akan terhambat atau bahkan mungkin 
tidak berjalan.  
 
Metode Penelitian  
Jenis penelitian yang dipakai di dalam 
penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Menurut Nazir 
(2003, h.54) Penelitian dengan metode deskriptif 
adalah suatu metode dalam meneliti status 
kelompok manusia, suatu objek, suatu sel 
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 
kelas. Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) 
Kemitraan Pemerintah, PT. Pertani (Persero) dan 
Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan 
Ngantang Kabupaten Malang terkait program 
Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis 
Korporasi (GP3K) (2) Faktor pendukung dan 
penghambat dari kemitraan antara Pemerintah, 
PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa 
Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten 
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Malang terkait program Gerakan Peningkatan 
Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) 
Lokasi penelitian di Desa Tulungrejo 
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dan 
situs penelitian pada PT. Pertani (Persero) 
Cabang Pemasaran Malang. Sumber data 
diperoleh dari data primer dan data sekunder. 
Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, 
pedoman wawancara dan catatan lapangan. 
Analisis data menggunakan Model Interaktif 
menurut Miles dan Hubberman yang 
diterjemahkan dalam Sugiyono (2011, h.247). 
Analisis model interaktif ini melalui 4 tahap 
yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.  
 
Pembahasan  
1. Kemitraan Pemerintah, PT. Pertani 
(Persero) dan Petani Mitra di Desa 
Tulungrejo Kecamatan Ngantang 
Kabupaten Malang terkait program 
Gerakan Peningkatan Produksi Pangan 
berbasis Korporasi (GP3K) 
Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah, 
PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa 
Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten 
Malang merupakan suatu program kemitraan 
berupa Program Gerakan Peningkatan Produksi 
Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Melalui 
Program GP3K ini terdapat hubungan yang 
saling menguntungkan dimana PT. Pertani 
(Persero) memberikan kemudahan berupa 
pinjaman modal (pembiayaan) dan paket sarana 
produksi pertanian, teknologi budidaya, 
teknologi pasca panen dan menjamin pemasaran 
hasil produksi dari program kemitraan. 
Sedangkan petani mitra di Desa Tulungrejo 
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang 
melaksanakan program budidaya penanaman 
sesuai yang direkomendasikan dengan 
menggunakan paket sarana produksi dari PT. 
Pertani (Persero) dan menjamin pinjaman atas 
sarana produksi tersebut dengan hasil panenya.  
Secara rinci, tahap pelaksana dari 
implementasi program kemitraan GP3K di Desa 
Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten 
Malang adalah sebagai berikut: 
1) Tahap Persiapan 
2) Tahap pelaksanaan 
3) Tahap Monitoring dan Evaluasi 
4) Tahap Penagihan atau Pengembalian 
Pinjaman 
Dengan adanya pola kemitraan ini 
diharapkan dapat menunjang pembangunan di 
sektor pertanian serta dapat meningkatkan 
kesejahteraan petani dan meningkatnya usaha 
tani di Desa Tulungrejo yang selama ini belum 
optimal akibat permasalahan modal, luas lahan 
dan sebagainya. 
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dari 
kemitraan antara Pemerintah, PT. 
Pertani (Persero) dan Petani Mitra 
terkait implementasi Program Gerakan 
Peningkatan Produksi Pangan Berbasis 
Korporasi 
Faktor pendukung yang terdapat dalam 
kemitraan antara Pemerintah, PT. Pertani 
(Persero), dan petani mitra di Desa Tulungrejo 
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terkait 
dengan implementasi Program GP3K meliputi 
Sarana dan Prasarana yang menunjang, seperti 
berada disekitar basis bisnis PT Pertani Cabang 
Pemasaran Malang, kondisi lahan cukup bagus, 
lokasi mudah terjangkau oleh transportasi. Selain 
itu juga program sinergi kemitraan ini 
merupakan program berkelanjutan sehingga 
menguntungkan petani untuk perencanaan jangka 
panjang, kemudian  pembiayaan  kredit berbunga 
rendah yaitu hanya 6% per tahun, dan penerapan 
sarana produksi pertanian yang berkualitas 
sehingga meningkatkan jumlah produksi petani 
yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan 
petani dan ketahanan pangan.  
Sedangkan Faktor Penghambat dalam 
pelaksanaan program kemitraan antara PT. 
Pertani (Persero) dan petani mitra di Desa 
Tulungrejo ini meliputi beberapa faktor seperti 
faktor alam dalam hal ini bencana alam dan 
serangan hama, kesulitan petani untuk membayar 
kredit karena masalah ekonomi, kurangnya 
infrastruktur gudang PT. Pertani Malang 
sehingga tidak dapat menampung hasil panen 
petani mitra, hingga kurangnya jumlah Petugas 
Penyuluh Lapangan (PPL) dari Dinas Pertanian 
setempat dan juga petugas penyuluh lapangan 
dari PT. Pertani (Persero) sehingga proses 
pendampingan dan sosialisasi kepada petani 
menjadi kurang maksimal. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, diperoleh hasil bahwa kemitraan yang 
terjalin antara pemerintah, BUMN pelaksana dan 
masyarakat melalui Program kemitraan GP3K di 
Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang 
Kabupaten Malang telah memberikan berbagai 
dampak positif. Dengan adanya program 
kemitraan GP3K ini, banyak manfaat yang 
diperoleh oleh setiap aktor pelaksana, mulai dari 
petani dengan meningkatnya kesejahteraan 
melalui produksi pertanian yang bertambah, PT. 
Pertani (Persero) dengan keuntungan penjualan 
yang meningkat, hingga pemerintah karena 
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terpenuhinya pasokan pangan nasional serta 
tercapainya target yang telah ditetapkan.  
Namun disamping keberhasilan program 
GP3K ini, terdapat beberapa hal yang harus 
diperhatikan oleh setiap aktor pelaksana agar 
implementasi Program Kemitraan GP3K 
khususnya di Desa Tulungrejo Kecamatan 
Ngantang Kabupaten Malang dapat berjalan 
lebih baik lagi, persoalan tersebut meliputi 
kurangnya jumlah petugas penyuluh lapangan 
dari PT. Pertani (Persero) dan PPL Dinas 
Pertanian, tingginya harga sarana produksi 
pertanian yang ditawarkan kepada petani, 
pengendalian hama serta faktor alam yang dapat 
manghambat proses usaha tani, hingga masalah 
pengembalian biaya garap oleh petani yang 
sering terlambat. Sehingga dari kesimpulan 
tersebut penulis memberikan saran diantaranya 
melalui penambahan jumlah petugas penyuluh 
lapangan, baik dari pihak PT. Pertani maupun 
Dinas Pertanian, peningkatan kualitas 
pembibingan dari aparatur desa melalui Ketua 
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Kaur 
bidang pertanian dan irigasi, serta peningkatan 
partisipasi dari tiap-tiap kelompok tani 
khususnya dalam mengelola usaha tani dan 
implementasi Program GP3K.  
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